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ABSTRACT 

The main cause of the imbalance of the income distTiibution is the imbalance of 
land authority. One the important think that can not·'be ignored is the problem of 
land authority non owner, from example trough the rented or share cropper. The 
land is not always done by the owner, the land owner who bas narrow land some­
times rent out the land to the land owner has broad land, and be tend to become 
farmhand on the other land owner. Thus, it's possible that there is imbalance in 
the land authority on land and the distribution of the in.come. t 

INTI SARI 

Ketidakmerataan penguasaan laban merupakan sumber utama ketidakmera­
taan pendapatan. Satu hal yang tidak dapat diabaikan ialab masalab penguasa­
an laban bukan pemilikan dapat pula menentukan pendapatan petani. Pengua­
saan laban bukan milik sendiri misal lewat sewa atau penyakapan. Laban yang 
dimiliki seseorang di pedesaan belum tentu digarap sendiri, pemilik laban yang 
terlalu sempit ada kalanya menyewakan lahannya pada petant luas dan mereka 
cenderung menjual tenaganya sebagai buruh tani. Dengan demiktan dimungkin­
kan tetjadt penguasaan laban yang timpang serta distribusi pendapatan menun­
jukkan hal yang sama. 

PENDAHULUAN 

Hingga saat ini masalah kemiskinan 
sclalu merupakan permasalahan yang 
penting, terutama di negara-negara se­
dang berkembang. Hal ini discbabkan 
masih banyak masyarakat di negara-ne­
gara tersebut yang hidup dalam kondi· 
si miskin. Oleh sepab itu perlu segera 
mendapat perhatian dan pemecahan 
agar masyatakat yang hidup dalam 
kondisi miskin tersebut dapat memper­
baiki tingkat penghidupa'nnya. 

Menurut Hadi Prayitno (1978 -: 52) 
diperkirakan terdapat 68 persen pen­
duduk pedesaan di Indonesia masih 
berada dalam keadaan miskin. Diperki­
rakari pada tahun 1970 dipedesaan In­
donesia terdapat 53,74 juta jiwa atau 
52,9 perscn pcnduduk yang hidup di 
bawah garis kemiskinan, dengan 34,36 
juta jiwa atau 33,74 persen yang hidup~ 
nya tak · cukup pangan. Sedangkan pa­
cta tahun 1980 jumlah penduduk yang 
hidup ,di bawah garis kemiskinan ada 
45,43 juta jiwa atau 41,04 persen dan 
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21,80 pcrsennya mcrupakan pcnduduk 
miskin_ tak cukup pangan. Scmcntara 
itu di pcdcsaan Jawa jumlah pcnduduk 
yang hidup di bawah garis kemiskinan 
telah mengalami penurunan jumlahnya 
dari 39,97 juta jiwa atau sebesar 39,49 
persen menjadi 21,01 juta jiwa atau 
30,41 perscn kclompok miskin tak cu­
kup pangan. 

Kemiskinan di pcdcsaan merupa­
kan akibat rendahnya trngkat pcnda­
patan per kapita yang dlperoleh peta­
ni, karena sempitnya Jahan yang dimili­
ki dan disebabkan pula karena keter­
batasan kemampuan berusaha dan 
mendapatkan hasil dari sektor n on 
pertanian. 

Berbicara masalah pcrtanian dalam 
arti sempit, tidak terlepas dari tanah di­
mana usaha tani akan dilakukan. Ta­
nah merupakan salah satu unsur yang 
mutlak bagi kehidupan manusia, tanah 
merupakan fuktor yang diberikan oleh 
alam sehingga pembangunan tidak da­
pat terlepas dari hubungan antara ta­
nah, dan manusia sebagai kesatuan. 

Bagi masyarakat pd:lesaan, tanah 
bukari saja merupakan tempat tinggal, 
melainkan mempurtyai phanan yang 
sangat penting yaitu sebagai sumber 
mata pencaharian. Namun di Jain pihak 
tidak semua penduduk memiliki lahan 
pertanian, bagi yang memiliki · Ia han 
pertanian, pada umumnya sangat scm­
pit. l\\eberapa penelitian di desa jawa 
(Penny . dan Singarimbun 1973, dan 
Mantra -. 1978) diperkira~an , sekitar 50 
persen penduduk di daerah ·pedesaan 
di Ja.wa tidak memiliki lahan sa wah, se­
dang petani pemilik sebagian besar 
luas lahannya kurang dari 0,2 hektar. 

Masaiah sempitnya pemilikan timah 
pertanian di Jawa, telah lama dimakc 
lumi oleh banyak peneliti. Penduduk 
di jawa telah bertambah relatif cepat, 

scdangkan tanah pertanian hampir ti­
dak bcrtambah. Kcnyataan tcrscbut 
mcnimbulkan akibat antara lain makin 
kccilnya rata-rata pcmilikan tanah, tcr­
jadinya fragmentasi lahan akan terjadi 
terus menerus. 

~91enurut sensus pcrtanian tahun 
1973 dan 1980 menunjukkan dalam 
jangka waktu tersebut terdapat sema­
kin berkurangnya jumlah rumah tangga 
yang mengerjakan lahan pertaniannya 
scndiri. Pada tahun 1973 terdapat 
17.373.542 rumah tangga yang meng­
usahakan lahan pertaniannya sendiri, 
tetapi pada tahun 1980 telah menjadi 
17.448.560 atau naik 2.7 persen per ta­
hun.'Namun jika dilihat dari jumlah pe­
milikan yang diusahakan scndiri nam­
pak terjadi penurunan yaitu dari 
10.746,522 atau 74,8 perscn pada ta­
hun 1973 menjadi 73,6 persen pacta ta­
hun 1980, tetapi jika dilihat secara ab­
solut mengalami kenaikan menjadi 
12.849.467 rumah tangga. Dilain pihak, 
jumlah rumah tangga yang mengusaha­
kan tanah milik orang lain atau sebagai 
petani penggarap mengalami kenaikan 
dari 456.346 rumah tangga atau 3,2 
persen pada tahun 1973 menjadi 
2.601.791 rumah tangga atau 14,9 per­
sen. Dilihat dari pemilikan luas tanah 
garapan petani, ternyata rumah tangga 
pertanian yang mengusahakan tanah 
pertanian kurang dari 0,5 hektar me­
ningkat jumlahnya dari 6.560.758 ru­
mah tangga atau sebesar 45,6 persen 
pada tahun 1973 menjadi 11.027.654 
rumah tangga a tau scbcsar 63,1 persen 
pada tahun 1980 dengan demikian ter­
jadi kenaikan 9,7 pcrsen setiap tahun. 
Rumah Tangga yang memiliki tanah 
pertanian lebih dari 0,5 hektar meng­
alami penurunan dari 7.812.784 rumah 
tangga atau sebesar 54,4 persen pada 
tahun 1973 menjadi 6.440.374 rumah 

54 Forum Geografi No. 13Th. VII/Desember 1993 



tangga atau scbcsar 2,5 pcrscn per ta­
hun. Mcnurut lladi Prayitno dan Lin­
colin Arsyad (1986) tcrdapat dua hal 
yang dapat disimpulkan dari kcadaan 
tersebut. Pertama, bcrtambahnya ~ng­
katan kerja sebagai akibat peledakan 
oenduduk belum scluruhnya dapat di­
~erap oleh sektor non pertanian, dan 
jumiah tenaga kerja yang masuk ke sck­
tor pertanian sebagai petani dan buruh 
tani sebagai besar. Kcdua, lahan perta­
nian yang diusahakan oieh rumah tang­
ga pertanian semakin mcnycmpit. Hal 
ini menyebabkan beban pada sektor 
pertanian menjadi berat karena scma­
kin menyempitnya tanah pertanian dan 
makin banyaknya petani penggarap. 

Menurut Dawan Raharjo (1984 : 
22) masalah pokok yang dihadapi di 
daerah pedcsaan adalah pengangguran 
atau semi pengangguran yang menca­
pai · sekitar 20 persen atau !ebih dari 
angkatan kerja. Soal kemiskinan abso­
lut (rendahnya tingkat pendapatan dan 
kekayaan) berakar dari soal kesempat­
an kerja. Namun demikian dikatakan 
terdapat segolongan petani, yaitu seki­
tar 30 persen sampai 40 persen, yang 
tclah meningkat pendapatannya. 

Terdapatnya kepincangan penda­
patan ini tentu saja merupakan ham­
batao bagi proses pembangunan yang 
merata. Namun keadaan ini tidak dapat 
dihindari, karena hal ini merupakan 
akibat dari perbedaan pemilikan un­
sur-unsur produksi , terutama tanah. 
Kemampuan dalam penguasaan lahan 
ini mempengaruhi kemampuan akses 
petani terhadap sarana produksi, khu­
susnya kredit yang disediakan oleh pe­
merintah. Hal ini tentu saja mengaki­
batkan perbedaan tingkat pendapatan 
dian tara petani. 

~ 

BENTUK STATUS PENGUASAAN 
TANAH 

Ciri umum struktur dasar pcrtanian 
di Jawa adalah satuan usaha tani sa­
ngat scmpit, scrta tcrdapat bcrbagai 
bcntuk status pcmiiikan tanah yang 
berdasarkan hukum formal dan hukum 
adat. Menurut Wiradi dan Makali (1984 
: 47) konsep tcntang hak atas tanah 
menurut hukum · adat berbeda dcngan 
konscp tcntang hak atas tanah menu­
rut hukum formal barat. Sehelum ada­
nya u'ldang-undang agraria kolonial 
1970, pengertian hak milik mutlak 
(eigendom, property) tidak dikenal. Se­
tclah adanya undang-undang ini maka 
dikenal istilah-istilah antara lain pak 
pcrorangan turun temurun, hak kf?mu­
nal, hak milik mutlak dan sebagainya. 
Namun kenyataannyafdalam praktek­
nya bahkan sampai sekarang, perlaku­
an-perlakuan dalam kclembagaan per­
tanahan secara adat dan penggunaan 
istilah-istilahnya masih dipakai. 

Bentuk penguasaan tanah secara 
aclat eli Pulau Jawa secara garis besar 
(Kano, 1977; Wiradi dan Makali, 1984; 
Amaludin, 1987) adalah terdiri atas ta­
nah bcngkok, tanah titisara, tanah ya­
san dan tanah gogolan. Adapun yang 
dimaksud dengan tanah tersebut ada­
iah sebagai berikut : 

Pertama, tanah bengkok yaitu tanah 
pertanian yang pada umumnya berupa 
tanah sawah milik dcsa yang dipcrun­
tukkan bagi pamor desa terutama un­
tuk kepala desa sebagai gajinya selama 
mcreka menduduki jabatan kepada 
desa. Tetapi setelah tidak lagi menjabiH 
sebagai pamong desa, maka tanah · 
bengkok tersebut dikembalikan kepada 
desa dan dipcruntukkan bagi pejabat 
pengganti kepala dcsa. 

Kedua, tanah titisara atau tanah 
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hondo dcsa atau discbut pula tanah 
kas dcsa, yaitu tanah pcrtanian milik 
dcsa yang sccara bcrkala biasanya disa­
kapkan atau disc\\--akan dcngan cara di­
lelarig. Kemudian hasilnya menjadi ke­
kayaan desa, dan dipergunakan bagi 
keperluan desa untuk biaya pemba­
ngunan desa atau untuk mendukung 
anggaran rutin desa. Penggarapan ta­
nah scmacam ini bia5a.nya dilakukan 
melalui kontrak bagi h~il atau melalui 
pcnycwaan. 

Ketiga, tanah yasan merupakan hak 
seseorang untuk menguasai sebidang 
tanah, dimana diperoleh dari usaha ga­
rapan. Di dalam konsep yasan , bebera­
pa pengertian seperti hak menjual, 
menggadaikan dan menye,:vakan tidak 
termasuk di daiamnya. Ketiga pengerti­
an tersebut baru dikenal setelah ada 
kontak dengan bangsa asing (barat). 
Menurut UUPA 1960 hak atas tanah ini 
memperoleh kedudukan hukum seba­
gai hak milik. Pada pemegang hak ini 
memiliki wewenang untuk me lakukan 
penjualan atau pemberian terhadap ta­
nah tersebut. Hak itu bersifat turun te­
murun dan berdasarkan hukum waris 
kcluarga. 

Keempat, tanah gogolan atau meru­
pakan tanah pertanian milik masyara­
kat yang biasanya secara tetap atau da­
pat pula secara bergiliran digarap oleh 
sejumlah petani. Pemegang hak atas ta­
nah ini diberi hak untuk mengerjakan 
tetapi tidak berhak untuk menj'ual atau 
memberikan kepada pihak lai'nnya. Pc­
tani yang mempunyai hak atas tanah 
garapan ini disebut petani gogo! atau 
pckulen, kasikepan dan sebagainya. 
Pemegang hak atas tanah ini diberi ke­
wajiban untuk menyumbangkan · tena­
ganya kepada pemerintah desa untuk 
melaksanakan pekerjaan bagi kepen­
tingan umum seperti kerja bakti, meta-

kukan ronda dan schagainya. 
Sctclah diundangkan UU PA 1960, 

maka tanah gogolan, tanah yasan dan 
scbagainya bcrubah statusnya mcnjadi 
hak milik pcrorangan dcngan demikian 
pcmilik tanah tidak harus lagi tcrikat 
oleh kC\\rajiban untuk dcsanva ata.~ ta.­
nah yang dikcrjakan tcrsebu't. Sedang­
kan tanah titisoro dan tanah bengkok 
masih tetap ada. 

CARA MENGUKUR DISTRIBUSI PEN­

DAPATAN 

Distribusi pendapatan dapat diukur 
d engan mcnggunakan bebcrapa cara 
antara Jain dengan distribusi persenta­
se pendapatan total bcrdasarkan per­
senti!, model Bank Dunia. dan dengan 
menggunakan indck GINI. Dengan 
ukuran tersebut akan diketahui tingkat 
ketimbangan distribusi pendapatan pa­
cta masyarakat tertentu. 

Menurut ukuran distribusi penda­
patan berdasarkan indeks perscntil, 
yaitu dengan cara membagi populasi 
secara berturut-turut menjadi iima ke­
lompok (quintiles) atau menjadi scpu­
luh kelompok (deciles) menurut ting­
kat kenaikan penghasilan dan kemudi­
an menentukan proporsi yang mana 
dari jumlah pcnghasilan yang diterima 
oleh masing-masing kelompok peneri­
ma (Todaro, 1978: 192). Distribusi 
pendapatan dengan ukuran Quintiles 
membagi menjadi 5 kelompok masing­
masing scbesar 20 persen. Quintiles 
atau lima kclompok pertama menggam­
barkan 20 persen dari populasi yang 
menerima paling rendah dalam skala 
penghasilan, sedang golongan teratas 
juga sebesar 20 persen. Kemudian dari 
proporsi itulah dapat dilihat bagaima­
nakah pendapatan total para penerim­
ma itu tcrbagi diantara lima go longan 

56 Forum Geografi No. 13Th. VII/Desember 1993 



tcrscbut. 

Cara pcngukuran distribusi pcnda­
patan yang lain yaitu dcngan mcnggu­
nakan indcks GIN! bcrupa angka yang 
terletak dari angka 0 yang menunjuk­
kan distribusi pcndapatan mcrata scca-
ra sempurna, sampai angka satu yang 
menunjukkan distribusi pcndapatan 
yang amat timpang. Atau dapat dikata­
kan semakin mendckati nol, bcrarti 
makin baik distribusinya, sebaliknya 
semakin mendekati angka satu berarti 
distribusi makin bun.ik atau rnakin tim­
pang. Kriteria ketimpangan pendapat­
an berdasarkan indeks GINI adalah se­
bagai berikut (Tjiptoheriyanto, 1982) 
pertama, tingkat ketimpangan distribu­
si pendapatan tinggi jika indeks GINI 
lebih dari atau sama dengan 0,50; ke­
dua tingkat ketimpangan distribusi 
pendapatan sedang apabila angka in­
deks GIN! berkisar antara 0,40 sampai 
0,49 dan tingkat ketimpangan distribu­
si rendah jika angka indeks GIN! 0,40. 
Angka Gini Coefficient sama dengan 0 
(merata mutlak) dan angka GIN! Coef­
ficient sama dengan 1 (tidak merata 
mutiak) adalah tidak mungkin terjadi 
dalam kenyataan. Menurut Todaro, un­
tuk negara-negara sedang berkembang 
distribusi pendapatan sangat timpang 
dan angka GINI terletak antara 0,50 
sampai 0, 70 dan relatif sam a ketim­
pangan distribusi pendapatan bila ang­
ka Gini antara 0,20 sampai 0,35. Pula 
distribusi pendapatan masyarakat yang 
didasarkan pada hasil perhitungan Gini 
Ratio barulah menggambarkan tingkat 
pemerataan pendapatan sccara global. 
Sejauhmana atau bcrapa bagian yang 
diterima oleh kelompok berpendapat­
an terendah belum nampak jelas. Se­
hubungan dengan ini, ukuran yang di­
kembangkan" oleh Pusat Penelitian 
Bank Dunia memberi gambaran lebih 

jclas mcngcnai masalah kctidakadilan 
mclalui indikator yang discbut relative 
inequality. 

Relative inequality diartikan scbagai 
kctimpangan dalam distribusi pcnda­
patan yang diterima olch berbagai go-
longan masyarakat. l'tdapun kritcr!a rc~ 
lative inequality dari Bank Dunia ada­
lah: pertama, apabila kelompok terba­
wah ( 40 persen dari populasi) 
menerima bagian pendapatan lebih 
dari 17 pcrsen, maka tingkat ketim­
pangan distribusi pendapatan digo­
iongkan renci~h (lo~ inequality); ke­
dua jika kelompok 40 persen terba,vah 
menerima bagian pendapatan antara 
12 hingga 17 persen dari toral penda­
patan masyarakat berarti termasuk 
tingkat ketimpangan sedang (moderate "' 
inquality) dan ketiga jika kelompok 40 · 
persen tcrbawah dari popuiasi meneri­
ma bagian p endapatan kurang dari 12 
persen dari total pendapatan masyara­
kat maka digolongkan ketimpangan 
tinggi (high inequality) . 

Karena mata pencaharian petani di 
pedesaan sangat tergantung pada !a­
han pertanian, maka keterkaitan antara 
penguasaan lahan dan distribusi pen­
dapatan perlu mendapat perhatian. 
Untuk mengukur distribusi penguasaan· 
lahan juga dapat dicari dengan cara 
tersebut diatas. 

PENGUASAAN IAHAN DAN DIS­

TRIBUSI PENDAPATAN 

Distribusi penguasaan lahan cendc­
rung tidak merata di pedesaan, yang 
mcnyebabkan makin tidak mcratanya 
p endapatan di p edesaan atau kepin­
cangan pendapatan masyarakat pcdc­
saan. Angka koefisien Gini dari distri­
busi penguasaan lahan di Indonesia 
mencapai 0,532 (Anne Booth dan Sun-
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drum, 1973: 95). Angka Gini untuk In­
donesia menurut Booth & Sundrum, 
tergolong cukup tinggi. Adanya polari­
sasi penguasaan lahan, mendukung 
makin tidak meratanya pendapatan ma­
syarakat dcsa. Dari penelitian Herman 
Suwandi (1976) di dclapan desa di Ja­
wa Barat, serta hasil pengamatan Sia­
haan di jawa Tengah (1977) daiam 
Soentoro, 1981: 3 dijelaskan bahwa 
petani luas lebih cepat mengadopsi 
teknologi ban~ daripada P!';tani sempit. 
Selanjutnya adanya pem;lnfaatan tek­
nologi baru oleg petani luas menye­
babkan makin melebarnya disparitas 
pendapatan pada masyarakat desa. 

Pengarnatan White dan Wiradi 
(1989:.49) menyatakan bahwa: 

Ketidakmcrataan dalam penguasaan 
tanah merupakan sumber utama dari 
ketidakmerataan dalam penycbaran 
pendapatan. Gejala meluasnya konscn­
trasi pemilikan lahan, justru berlang­
sung sejak pemerintah . berusaha me­
laksanakan landreform pada waktu 
UUPA tahun 1960 dicoba. untuk dilak­
sanakan .(William Collier; 1979: . 30). 
Pembagian kembali lahan terjadi, tapi 
tahun 1965 telah berbalik seperti se­
mula. Justru UUPA tahun 1960 memba­
wa. perubahan besar, yaitu m engubah 
konsep bentuk penguasaan Iahan d esa 
olch masyarakat setempat menjadi · hak 
penguasaan perseorangan tcrhadap la­
hansetempat. Menurut William Collier, 
ini s~mua inemudahkan petani di Jawa 
menjual lahan kepada · penduduk se­
tempat serta memungkinkan or~ng dari 
luar dcsa menguasai lahan. Hal ini me­
rupakan kesempatan yang terb~ka me­
nuju ke proses konsentrasi pemilikan 
lahan pcdcsaan. Proses pemilikan la~ 
han yang dikuasai oleh beberapa atau 
kelompok kedl oning, makin bertam­
bah: Demikian pula laju pemilikan Ia-

han absentee bcrtambah dcngan cc­
pat. Proses pcngclompokan dan pen­
jualan tanah kepada orang lain di luar 
desa akan mcrusak welfare institution 
masyarakat desa, misalnya hilangnya 
sistem bawon yang memudahkan pe­
kcrjaan tolong mcnolong antar pcmlu­
duk pedasaan. 

Seperti tciah diutarakan di atas bah­
wa lahan yang dimiliki sescorang di pc­
dcsaan, belum tentu digarap sendiri. 
Ada kalanya petani yang memiliki !a­
han terlalu sempit maiah cendcrung 
untuk menyewakan pada orang lain, 
yaitu petani yang lebih luas usahanya, 
sedangkan mereka sendiri lebih suka 
menjuaj tenaganya untuk mendapatkan 
upah sebagai buruh tani. Pemilik lahan 
luas dapat mengambil dua sikap, perta­
ma memperkerjakan buruh pada usaha 
taninya atau sikap yang lain yaitu mc­
nyewakan tanahnya pada petani peng­
garap. Disinilah timbul sistem pengga­
rapan baru lahan pertanian yaitu ber­
bentuk sewa menyewa atau penyakap­
an (dengan sistem bagi hasil) . 

Menurut Davvam Raharjc (1981: 49) 
bahwa pemilikan lahan lebih- lcbih 
yang terlalu sempit atau terlalu luas, ti· 
dak selalu berpengaruh menentukan 
pembagian pendapatan tetapi yang 
perlu diperhatikan adalah soal pengua­
saan lewat sewa atau penyakapan. 

Berdasarkan tentang permasalahan 
pemilikan lahan beserta pendapatan di 
daerah pedesaanm, ternyata berbagai 
h asi! penelitian menujukkan berbabagi 
variasi, walau variasi tcrsebut tidak be­
gitu menyolok. Singarimbun dan Penny 
(1976) menyatakan bahwa pemilikan 
lahan di desa Sriharjo Bantu! Yogyakar­
ta me nunjukkan adanya distribusi yang 
l:mruk dimana 40 pcrscn lapisan teren­
dah yang miskin hanya menguasai 10,2 
perscn dari luas tanah pertanian desa. 
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Di lain pihak tcrdapat 20 pcrscn lapis­
an tcrtinggi yang mcrupakan golongan 
kaya di dcsa tcrscbut tcrnyata mcngua­
sai lahan mcncapai 62,8 pcrscn dari 
luas lahan pcrtanian yang ada. Pcncliti­
an tersebut dilakukan di dacrah datar­
an rendah dan merupakan lahan sa­
wah irigasi, ternyata terdapat distribusi 
pemilikan tanah yang dikuasai olch se-

golongan kecil lapisan masyarakat. 

Hasil penelitian Wiradi dan Makali 
(1983) mengatakan bahwa ada hu­
bungan yang cukup kuat antara struk­
tur pemilikan lahan dcngan struktur 
pendapatan di daerah pedesaan. Struk­
tur pemilikan tanah menunjukkan ada­
nya lapisan tanah sempit dan mereka 
yang tidak memiliki tanah, serta pro­
porsi keluarga miskin yang lcbih bcsar 
daripada pemiiik tanah yang iuas. Hai 
ini berarti bahwa pemilikan tanah te­
tap merupakan faktor yang turut mc­
nentukan tingkat hidup pedesaan. Ba­
sil penelitian tersebut juga menyatakan 
bahwa di daerah pedesaan Jawa se­
dang terjadi proses pemusatan pengua­
saan tanah, baik melalui sewa menye­
wa, gadai, maupf.~n melalui pembelian. 

Dalam hubungannya dengan pe­
nguasaan lahan dan disparitas penda­
patan, digunakan variabel adopsi ino­
vasi scbagai test factor (Hotman Siaha­
an, 1977: 48). Sebagai test factor, varia­
bel adopsi inovasi adalah merupakan 
intervening variabel daiam hubungan 
antara independent variabel yaitu (pe­
milikan lahan) dengan de pe ndent va­
riabel (disparitas pendapatan). Keti­
daksamaan kemampuan para petani 
modern, akibat perbedaan luas pemi­
likan tanah akan menimbulkan perbe­
daan (disparitas) pendapatan dari ber­
bagai golongan petani. Hasil pertanian 
menunjukkan bahwa 62,5 persen peta­
ni kaya yang berpendapatan tinggi ada-

lah mcrcka yang tingkat adopsinya 
tinggi, 12,5 pcrscn bcrpcndapatan mc­
ncngah dan 25 pcrscn bcrpcndapatan' 
rcndah. Bilamana dibandingkan de- , 
ngan pctani kaya yang tingkat adopsi- . , 
nya rcndah maka golongan pctao"i ini 
yang bcrpcndapatan tinggi hanya 12,5 
pcrscn, berpcndapatan mc!lcngah 75 
persen dan beq)cndapatan rcndah 
12,5 perscn .. Sedangkan golongan pcta­
ni miskin yang tingkat adopsinya tinggi, 
mercka yang berpendapatan linggi 40 
pcrscn dibandingkan dengan 40 per­
sen pendapatan mencngah dan hanya 
20 persen berpendapatan ren9ah. Bagi 
petani miskin -yang tingkat adopsinya 
rendah terlihat bahwa me reka yang ·, 
berpendapatan tinggi meliputi 2,9 per­
sen, mencngah 8,1 pcrsen dan yang 
berpendapatan rcndah meliputi 89 
persen. Dengan demikian perbcdaan · 
luas pemilikan lahan dan pcnguasaan 
lahan yang berkorelasi positif dcngan 
disparitas pendapatan adalah akibat ·. 
perbedaan kemampuan untuk ~eman­
faatkan unsur-unsur teknologi pertani­
an modern pada masyarakat ped~saan. 

Dalam studi kasus tentang respon 
petani terhadap teknologi baru di Jawa 
Barat, Herman Suwardi (1976) menya­
takan bahwa petani luaslah yang lebih ' 
respon terhaciap penggunaan teknolo­
gi baru pada usaha tani padi. Hal yang 
sama telah dilaporkan oleh Siahaan : 
(1977) pada penelitian di Jawa Tengah ' 
yang menyatakan bahwa disparitas pe­
nguasaan tanah menyebabkan adanya 
disparitas penggunaan teknologi baru 
yang selanjutnya berhubungan erat. de~ · 
ngan disparitas pendapatan. 

Distribusi pendapatan dapat men­
cerminkan kondisi kemerataim atau kc­
timpangan pendapatan yang terdapat 
di suatu wilayah. Berdasarkan tingkat 
pendapatannya suatu masyarakat se-
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cara rclatif dapat dikclompokkan mcn­
jadi tiga Strata yaitli: strata bawah atau 
golongan 'm'i'skin (lcmah) mcliputi 40 
pcrscn jumlah'pcnduduk, strata tcngah 
a tau go Iongan : cukupan meliputi 40 
pcrscn jumbh ;pcnduduk, dan strata 
atas atau golongan kaya me!iputi 20 
pcrscn jumlab pcnduduk (Suhardjo, 
1988:28) 

Menurut Irian Sujono (1978), pen­
dekatan analistis dalam menilai distri­
busi pendapatan dapat dibedakan 
menjadi dua, yakni: pertama, distribusi 
pendapatan relatif fungs·ional dan ke­
dua distribusi pendapatan relatif terha­
dap total. Menurut Soebardi (dalam 
Suhardjo 1988), bahwa distribusi pcn­
dapatan fungsional kurang cocok jika 
digunakan untuk menaksir distribusi 
pendapatan suatu masyarakat, dimana 
kegiatan ekonomi para anggota masya­
rakat tercermin dalam fungsi produksi 
yang bermacam-macam. Diferensiasi 
pendapatan diantara golongan dalam 
masyarakat dapat menunjukkan merata 
tidaknya distribusi p endapatan dalam 
masyarakat. 

Menurut Sayogya (1982) semakin 
luas usaha tani semakin besar persen­
tase penghasilan rumah tangga pertani­
an, tetapi bagi rumah tangga pe tani 
yang memiliki lahan kurang dari 0,25 
hektar atau tak mempunyai lahan , ma­
ka usaha di bidang jasa, dagang dan 
kerajinan mempunyai arti yang amat 
penting. Dengan demikian jika rumah 
tangga yang mcmpunyai tingkat penda­
patan semakin rendah, maka semakin 
banyak dan b eraneka sumber mata 
pencahariannya. 

Menurut Penny dan Singarimbun 
(1983) bahwa untuk hidup layak pcn­
duduk pedesaan atau kecukupan de­
ngan jumlah anggota keluarga rumah 
tangga sebanyak 5 jiwa, maka jika 

mcngolah 0,7 hcktar saw-.1h dan 0,3 
hcktar tanah kcring dimana mcrcka da­
pat mcnanam kclapa, sayuran, buah­
buahan, pohon-pohonan lain scrta kc­
perluan rumah tangga lainnya, Scdang­
kan mcnurut Sayof,'Ya (1982: 2) bahvva 
pctani miskin adalah pctani yang pe-
kcrjaan pokoknya mcnggarap lahan 
usaha tani savvah dengan luas kurang 
dari 0,50 hcktar, schingga dikategori­
kan berada di bawah garis kemiskinan 
(Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad, 
1987: 88) , 

Proses pengelompokan pemilikan 
lahan yang dikuasai hanya beberapa 
atau kelornpok kecil orang, makin ber­
tambah. Demikian pula lahan absentee 
juga bortambah dengan cepat Menge­
nai s!tuasi pertanahan di Indo nesia 
adalah sempitnya lahan pertanian da­
lam satuan yang te rpccah-pecah atau 
fragmented. Jika dilihat perkcmbangan 

tahun 1973-1983 persentase pemilikan 
lahan 0,10-0,25 hektar menurun dari 
26 persen menjadi 17 persen, sedang­
kan pada kelompok 0,25- 0,50 hektar 
me ningkat dari 30 persen menjadi 38 
persen, Ada dugaan bahwa penurunan 
pemilikan yang kurang dari 0,25 hektar 
disebabkan lahan itu tcrkonsentrasi ke 
dalam kelompok 0,25-0,50 he ktar. Dc­
ngan pe rkataan lain, jumlah rumah 
tangga yang tidak memiliki tanah sema­
kin meningkat (Manning, 1986: 20). 
Mcnurut data Biro Pusat Statistik terli· 
hat bahwa terdapat kepincangan d alam 
hal luas tanah garapan dengan persen­
tase tcrtinggi terdapat pada golongan 
luas lahan dihawah 0,5 he ktar sebcsar 
45,6 pcrsen, 0,5 sampai 1,0 hektar se­
b esar 27,7 perse n dan 1,0 sampai 5 ,0 
h ektar sebesar 27,5 pe rsen ; 5,0 sam'pai 
10,0 hektar sebesar 1,6 persen d an di 
atas 10 hektar sebanyak 0,6 persen pe-
mili~ (BPS, 1977: 37). . 
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Situasi tahun 1973- 1980 bcrdasar­
kan sensus penduduk bahwa persenta­
sc jumlah usaha, tani milik scndiri tclah 
mcrosot dari 76,5 perscn pada tahun 
1973 mcnjadi 73,5 pcrsen pada tahun 
1980, sedangkan yang tak memiliki sen­
diri dari 12,1 pcrsen tahun 1973 mcn­
jadi 14,9 persen pada tahun 1980. Jum-
lah usaha tani mi!ik sendiri dan orang 
lain adalah 11,5 persen pada tahun 
1973 menjadi 11,6 pcrsen pada tahun 
1980 (BPS, 1980: dalam Dawan Rahar­
jo, 1984: 43). Persoalan ini menimbul­
kan persoaian kesempatan kerja, kare­
na perluasan kesempatan kerja dalam 
scktor pertanian sudah sangat tcrbatas . 

Terbatasnya kesempatan kerja di 
sektor pertanian, menyebabkan mere­
ka mencari tambahan pekerjaan di luar 
sektor pertanian. Mobiiitas sirku ler ti­
dak dapat dilepaskan dari siklus pcrta­
nian. Menurut Hugo (1975) migrasi sir­
kuler sering disebut migrasi bermusim, 
karena erat hubungannya dengan volu­
me mobilitas sirkuler yang sangat ber­
variasi sepanjang tahun. Mantra (1978) 
juga menyatakan bahwa volume migra­
si erat kaitannya dengan musin. Pada 
bulan April sampai September intensi­
tas migrasi sirkuler umumnya sangat 
tinggi karena pada masa itu sedang ti­
dak ada pekerjaan di sawah di pedesa­
an. 

Peningkatan cepat dalam pekerjaan 
di luar sektor pertanian dan pekerjaap 
non pertanian sejak 1970 dapat diin,; 
terprctasikan sebagai indikator keti­
dakseimbanga~ .antara kapasitas pe­
nyerapan tenaga kerja di bidang perta­
nian dengan angkatan kcrja yang ber­
tambah terus (Irwan Abdullah, 1991: 
3) . Selanjutnya dikatakan bahwa per­
ubahan tersebut mcnumbuhkan bebe­
rapa kons~kuensi : (i) perbedaan anta­
ra pctani kaya dan miskin mcnjadi se-

makin tampak, yakni distribusi pcnda­
patan menjadi tidak adil; (ii) pcndapat­
an di pedcsaan khususnya bagi buruh , 
upahan mcnurun; d;tn (iii) migrasi dc­
sa-kota dan urbanisasi mcnjadi mc­
ningkat. Hasil pcnclitian Wiradi dan 
Makali (1983) di 12 desa di Jawa dan 3 
desa di Sulawesi Selatan menunjukkan 
bah';va ternyata scktor non pertanian 
memberikan sumbangan lebih dari 50 _ 
persen total pendapatan. 

Satu hal yang tidak dapat diabaikan 
ialah masalah penguasaan lahan bukan 
pcmilikai:t'dapat pula mencntukan pen­
dapatan petani. Menurut White dan 
Wiradi (1979: 49) ketidakmerataan da­
lam penguasaan tanah merupakan 
sumber utama dari ketidakmerataaJl 
dalam penyebaran pcndapatan. Penda­
pat yang senada juga dikemukakan Da; 
wan Raharjo (1984: 49) faktor yang 
menjadi bahan pertimbangan adalah 
bahwa pemilikan lahan lebih-lebih 
yang terlalu sempit atau terlalu luas ti­
dak selalu berpengaruh dalam mcnen­
tukan pembagian pendapatan. Faktor 
yang perlu diperhatikan justru adalah 
penguasaan !ahan lewat sewa atau pe­
nyakapan. Lahan yang dimiliki belum 
seseorang di pedesaan belum tentu di­
garap sendiri, pemilik "lahan yang terla­
lu sempit ada kalanya menyewakan la­
hannya pada petani pemilik lahan luas 
dan mereka cenderung menjual tena, . 
ganya sebagai buruh tani. 

Penguasaan lahan pada umumnya 
menunjukkan pada kondisi pada ke­
mampuan,_ kesempatan dan atau hak 
memperokh dan memiliki lahan perta­
nian ,d~lt~ n1~gka untuk memperoleh 
hasil prod~ksi p~rtanian atau produksi 
lain darilahan tersebut. Penguasaan la­
ban dapat berupa .pengtJasaan pemilik­
an dan pengu<~SAA11 non pern_ilikan ,le­
wat se~,( .. ittau melalui penyakapan. 
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Pcnguasaan lahan pcmilikan, lahan 
pcrtanian yang dikuasai sckaligus mc­
rupakan hak miliknya schingga dapat 
dipindah tangankan atau dijual pada 
orang lain, diberikan pada orang lain 
schingga lahan pcmilikan dapat bcr­
pindah pcnguasaannya, tctapi lahan 
non pcmilikan sifamya hanya scmcnta-
ra sesuai perjanjian kedua be!ah pihak 
dan mudah tcrjadi penggantian hak pe­
nguasaan lahan non pemilikan pada 
orang lain. 

Undang-undang Pokok Agraria ta­
hun 1960 membedakan hak kekuasaan 
tanah menjadi dua ''kelompok yaitu: 
hak atas tanah dan hak jaminan atas ta­
nah. Dalam hak atas tanah yang me­
ncntukan sistem penguasaan tanah di­
bagi menjadi dua yaitu (i) hak primer, 
iaiah scmua hak yang diperoieh iang­
sung dari negara dan (ii) hak sekunder 
yaitu semua hak yang berasal dari p e ­
megang hak atas tanah lain berdasar­
kan pada perjanjian bersama. Persama­
an dari kedua hak terscbut adalah pe­
megangnya berhak menggunakan ta­
nah y~ng dikuasainya untuk dirinya 
sendiri atau mendapatkan keuntungan 
d ari orang lain mclalui perjanjian di­
mana satu pihak memberikan hak-hak 
sekundernya pada orang lain (Budi 
Harsono, 1983: 7). 

Menurut Ari Sukanti (198;: 34) hak 
atas tanah yang dipcrolch dari n egara 
terdiri atas hak milik, . hak guna usaha, 
hak guna bangunan, hak pakai dan hak 
pe ngelolaan; sedangkan hak sekunder 
terdiri atas hak usaha bagi hasii, hak 
gadai dan hak menumpang. Dalam pa­
sal 53 UUPA menentukan bahwa hak 
usaha bagi hasil, hak sewa dan hak ga­
dai tanah pcrtanian akan dihapuskan. 
Menurut Budi Harsono (1973: 5) azas­
azas yang tercantum dalam UUPA yang 
menyatakan bahwa tanah pertanian ha-

rus diolah olch pcmiliknya scndiri, tc­
tapi mcnurut rcalitasnya yang ada bah­
wa azas ini bclum tcrlaksana scpcnuh­
nya . 

UUPA disusun dalam upaya untuk 
mcratakan pemilikan lahan di Indone­
sia dan dimaksudkan untuk memper­
baiki struktur hal milik atas tanah di 
pcdcsaan. UUPA menginginkan agar di 
satu · pihak para petani mcmperolch !a­
han yang cukup diperlukan untuk bisa 
meningkatkan kesejahteraannya di atas 
garis kcmiskinan, dan tanah yang diga­
rapnya bukan hanya cukup luasnya 
melainkan juga miliknya sendiri. Te tapi 
di lain pihak undang-undang ini juga 
ingin mencegah tcrjadinya konsentrasi 
pcmilikan lahan pada sekelompok kecii 
e li te dcsa (Daw.tm Haharjo, 1984: 51). 
L~bih lanjut dikatakan bahwa konsen­
trasi lahan ini tidak dikehendaki kare­
na dianggap sebagai sumber kepin­
cangan sosial-ekonomi dalam masyara­
kat pedesaan, tetapi juga alasan efisien, 
yaitu (i) karena lahan yang digarap de­
ngan sistem sewa atau bagi hasil ku­
rang e fisien dibanding kalau digarap 
scndiri o !eh pemiliknya dan (ii) sistcm 
itu menye babkan pendapatan petani 
penyewa atau penyakap bahkan juga si 
pemilik lahan lcbih rendah. Atas d asar 
ituiah maka iahan pertanian yang pemi· 
likannya mengelompok ke atas perlu 
didistribusik;m kembali. Dengan demi­
kian, maka landreform ingin dijalankan 
d engan dua alasan yaitu : (i) untuk me­
ratakan pendapatan masyarakat, serta 
(ii) untuk meningkatkan pendapatan 
petani. 

Seperti juga pendapatjgagasan Myr­
dal dan Amarta dalam Dawam Raharjo 
(1984) bahwa Myrdal menghendaki 
agar pe tani menggarap tanahnya sendi­
ri agar lebih efisien, sedangkan Sen 
mengatakan bahwa .lahan yang sempit 
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ternyata Jebih efisien dari usaha tani 
Juas. Olch sebab itu kombinasi dari pe­
mikiran tersebut membentuk gagasan 
untuk mengembangl<an sistem bertani 
atau usaha tani yang didukimg olch sa­
tuan-satuan usaha tani kf~cil tapi efisien 
karena digarap ·' pcmiliknya scndiri. 
White dan Wiradi (1979) bahwa distri­
busi luas usaha tani menurut kelom­
pok usaha tani bclum tentu atau tidak 
selalu mencerminkan pola distribusi 
pemilikan Jahan. Selanjutnya dikatakan 
bahwa .ketidakmerataan penguasaan !a­
han merupakan sumber utama ketidak­
merataan pendapatan. 

Pendapat Sinaga dan Kasyanto 
(1980 : 41) menyatakan bahwa, go­
longan petani yang lebih efisien adalah 
petani penggarap, kemudian petani pe­
nyewa dan petani penyakap. Atau da­
pat dikatakan bahwa, sistem sewa 
(kontrak) perlu dikembangkan lcbih 
lanjut untuk menggantikan sistem bagi 
ha..<;i l. Tetapi sebagian orang lebih cen­
derung untuk memilih jalan reformis, 
yaitu dcngan mcmpcrbaiki sistem dan 
struktur yang ada. Tujuannya untuk 
meningkatkan produktivitas pada usa­
ha tani kecil atau menengah, dei;Jgan 
memanfaatkan program modcrnisasi ­
pcrtanian. Agar Jcbih mcnguntungkan 
petani penggarap, maka dilakukan mc­
lalui pcrbaik~n . sist~m bagi hasii, a tau 
mengubah sistem bagi hasil ke arah 
kontrak sewa yang saiing menguntung­
kan. 

Suatu kenyataan bahwa di pcdcsa­
an Jawa penguasaan Jahan sangat tim­
pang. Menurut hasil pcnclitian dan 
SAE dalam Wiradi (1 985 : 46) dari sc-
puiuh dcsa yang ditcliti rncnunjukkan 
tubuh diantaranya mcnunjukkan angka 
kocfisicn Gini di atas 0,70, scdangkan 
tiga dcsa lainnya d!atas 0, 55. lkmikian 
pula distribusi pcndapatan mcnunjuk-

* 

kan hal yang s.ama, besarnya indeks Gi­
ni tersebut untuk penguasaan tanah 
dan pendapatan mempunyai korclasi 
yang sangat ·signlfikan. Berbagai studi 
kasus tentarig kehidupan sosial ekono­
mi pctani di pedesaan Jawa seperti 
yang dilakukan Hayami, Kana dan SAE 
mengungkapkan bahwa struktur agra­
ris di pcdcsaan Jawa ditandai oleh ke­
timpangan penguasaan lahan yang cu­
kup tajam (Hayami dan Kikuchi 1981 : 
177 - 179; Rotman P. Siahaan, 1984 : 
52 - 54; Kana dalaf!! Tjondronegoro 
dan Gunawan Wiradi, 1984 : 239 -
243) . 

KESIMPUL<\N 

Bcrdasarkan uraian di atas dapat di­
simpulkan hal-hal scbagai berikut : 

Pertama, distribusi penguasaan Ia-_, ' 
han di pedesaan cenderung tcrjadi ke-' 
tidakmerataan . Hal ini menyebabkan 
makin tidak meratanya pendapatan di 
pedesaan atau dengan kata lain terjadi 
kcpincangan pcndapatan masyarakat 
pedesaan. 

Kedua, adanya polarisasi pcnguasa­
an lahan serta pcmanfaatan teknologi 
baru olch petani luas mcndukung ma, 
kin tidak mcratanya pendapatan pada 
masyarakat dcsa. 

Ketiga, penguasaan lahan bukan mi­
lik mcmpunyai pcranan dalam hal pcn­
dapatan, karena pemilik lahan scmpit 
belum tcntu menggarap lahannya hal 
in i discbabkan terbatasnya modal dan 
mercka biasanya mcmilih mcnjadi bu­
ruh tani. 

Kcempat , untuk mc ningkatkan pcr­
ckonomian masyarakat dcsa, pcranan 
scktor non pcrtanian sangat pcnting. 
llal ini dapat dimcnge rti karena kesem­
patan kerja di bidang pcrtanian sangat 
tcrbatas. 
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